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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat sebagaimana

tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sangat tinggi. Sementara kebijakan

pemerintah dalam rangka mendorong perbaikan pelayanan dasar melalui desentralisasi sejak tahun 1999

belum terlihat hasilnya. Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan pengaturan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi daerah otonom. Penerapan kebijakan SPM bagi daerah otonom

mulai diperkenalkan tahun 2000 dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, namun baru efektif sejak

keluarnya SE Mendagri No.100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002. Namun, belum sempat daerah otonom

menerapkan SPM sesuai amanat peraturan perundangundangan, UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dilanjutkan dengan terbitnya PP No. 65

tahun 2005 yang memperkuat posisi SPM untuk diterapkan di daerah otonom. Penelitian ini berangkat dari

permasalahan pokok yaitu bagaimana pengaturan SPM di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah

Daerah, dan efektivitas pengaturan tersebut di daerah otonom, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan

menghambat efektivitas pengaturan SPM di daerah otonom. Jawaban atas permasalahan penelitian ini

dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan

data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta

bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis.

 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki pemenuhan

kebutuhan pelayanan dasar belum mampu diberikan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) secara optimal,

meskipun Pemerintah terus mengembangkan pengaturan terkait penerapan SPM di daerah otonom. Kedua,

pengaturan SPM bagi daerah otonom belum efektif karena peraturan perundang-undang yang mengatur

SPM tidak menegaskan jenis pelayanan dasar yang wajib diatur dan rumusan norma dan validitas norma

peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan SPM tersebut tidak taat asas-asas

hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

SPM di daerah otonom. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan

untuk memperbaiki pengaturan SPM bagi daerah otonom adalah dengan merevisi Pasal dalam UU

Pemerintahan Daerah yang berisi pengaturan tentang jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan

pemerintahan yang wajib diatur melalui pengaturan SPM. Selain itu, merevisi pedoman penyusunan dan

penerapan SPM agar lebih sederhana dan tidak berbelitbelit, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam rangka mencapai target akhir SPM yaitu mewujudkan

kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

Demands on the fulfillment of basic service requirements, public health in particular as it grafted in the
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constitution and in many laws and regulations, are very high. Meanwhile, the government policies in order

to encourage the amelioration of basic services through decentralization since 1999 has not seen the results.

In order to do so, the Government has established the need for Minimum Service Standards (MSS)

regulation for the self-government regions. Actually in 2000, the implementation of MSS policy for the

autonomy regions have had introduced with the enactment of PP No. 25/2000, but it was going into effect

since the issuance of SE Mendagri No.100/757/OTDA July 8, 2002. However, before the autonomy regions

yet had time to implement the MSS as mandated by the legislation, Law number 22/1999 was altered to Law

number 32/2004 regarding Local Governance. These changes are followed by the issuance of PP. 65/ 2005

to strengthen the position of MSS to be implemented in autonomy regions. This research begin with the

main issue about how the MSS regulation in the government agencies and local government agencies, and

the effectiveness of these regulations in autonomy regions, as well as the factors that encourage and impede

the effectiveness of the MSS regulations in autonomy regions. The answer to the issues of this research was

held in juridical-normative approach, by studying secondary data in a literature study manner using data

collecting tool with data processing and analysis methods in qualitative approach and descriptive-analytical

and prescriptive-analytical form.

 

This research has found several findings. First, despite still continue developing regulation regarding MSS

implementation in autonomy region, the Government (both central and local) has not been able to give the

the fulfillment of basic service requirements in an optimal fashion that required by the constitutional

mandate. Secondly, MSS regulation for autonomy regions has not been effective yet due to laws and

regulations governing the MSS does not emphasize the type of basic services that must be regulated and the

formulation of norms and validity of regulation norms that are made as the legal basis of policies such MSS

does not comply with the law principles and can be said invalid. Third, there are many factors that affecting

the realization of MSS in the autonomy regions. For the matter of that, to comply ius constituendum, there is

no other way to do to improve the MSS regulation for the autonomy regions other than to revise the articles

in Law regarding Local Governance that contain the regulation regarding the types of basic services that

become governance affair that must be regulated through the MSS regulation. And what is more, to revise

guidance for the drafting and implementation of MSS to be more simple and not complicated, making it

easier for the Government and Local Government to coordinate in order to achieve the MSS final target that

is to actualize the public welfare through the fulfillment of basic service requirements as mandated by the

constitution.</i>


